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BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGEAT
NOMOR 7] TAHUN 2016

TENTANG

PENGALOKASIAN EAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH

o

DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa, Peningkatan Pelayanan kepada
masyarakat, pelaksanaan Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa perlu
di dukung dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan- Pasal 97 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, perlu mengatur Pengalokasian Bagian dari Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di wilayah
Kabupaten Langkat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a da:_l b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kepada Desa di wilayah Kabupaten Langkat.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 te
Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Nréz:;g
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 6 Tahu, 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201
S tentan
;’erubqhatilh atasDUndang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
emerintahan Daerah (Lembaran Negara R i i
Tahun 2015 Nomor 5679); % PRI Bdoniegi

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan



o

s

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II .Binjai, Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli
Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK/07/2015
tentang Tata Cara Penundaan dan atau Pemotongan Dana
Dana Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2015
tentang APBD Kabupaten Langkat Tahun 2016;

11. Peraturan Bupati Langkat Nomor 39 Tahun 2015 Tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Langkat Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPAT! TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN

el o

DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RET
Ktk o RIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Il)ajam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

2.

Dacrah adalah Kabupaten Langkat. =

Pemerin i 5
tah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemecrintahan

dacrah yang memimpi
pin pelaksanaan . :
kewenangan daerah otonom. vrusan  pemerintahan yang menjadi

gupa.ti adalah Bupati Langkat.
esa adalah Desa yang berada di Wil Langka
t ayah Kabupaten at.
Pemerintahan Desa adalah Penyelengaraan urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat se
’ tempat dal i :
Republik Indonesia. P am sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

g

\ secara demokratis.
ala Desa yang berada diwilayah Kabupaten Langkat




10.

11.
12,

13.

O 14

16.

17.

Bagi hasil dimaksudkan un

Pelaksanaan Pemb
angunan Desa i
Pemberdayaan Masyarakat Desa. > Pembinaan Kemasyarakatan Desa

=8 »

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan—pengetahuan, sikap,
keterampilar, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya
melalui menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa
yang selanjutnya disebut Bagi Hasil, adalah bagian dariPenerimaan Pajak dan
Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Desa di Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Pajak Daerah yang selanjutnya di sebut Pajak adalah Iuran wajib yang di
lakukan oleh orang pribadi, dan/atau badan hukum kepada Pemerintah Daerah
tanpa mendapatkan imbalan (kontra prestasi) secara langsung dan seimbang
yvang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai Penyelesaian Pemerintahan dalam
Pembangunan.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah
sebagai pembayaran atau Jasa atau Pemberian Izin tertentu yang Khusus
disediakan dan/atau Pemberian Izin tertentu yang kusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang Pribadi atau Badan.
Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial.
Retribusi Perizinan Tertentu adalah Pelayanan Perizinan tertentu oleh Pemerintah
cl?:;:ragz Ii(eénwa;l: c::ramél Px-li(bagii, atau badan yang dimaksudkan untuk Pengaturan
o :,r i a;:r atas kegiatan Pc_cx_nanpaatan maupun sznggun'aan Kekayan
i . g Prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
_ an menjaga kelestarian lingkungan.
Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan

Pemerintah Daerah untuk tujuan ke :
e ; pentingan dan k
dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badai emanfaatan umum serta

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

tuk mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dan

Pasal 3

Bagi Hasil bertujuan untuk -

a. Meningkatkan kemam
. O puan desa u
menjadi kewenangan deny. ntuk melaksanakan urusan pemerintahan yang

b. Meningkatkan Peran D
: esa dalam . .
sektor pajak dan retribue. mendukung optimalisasi pex_w._dapatan daerah dari



BAB III
JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DI BAGI HASILKAN KEPADA DESA.

Pasal 4

(1) Jenis Pajak yang sebagian hasilnya diberikan kepada desa adalah :
a. Pajak Hotel _
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
e. Pajak Parkir
f. Pajak Air Tanah
g. Pajak Sarang Burung Walet
h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
j. Pajak Penerangan Jalan Non PLN

k. Pajak Reklame

(2) Jenis Retribusi yang sebagian hasilnya diberikan kepada desa adalah :

() 1. Izin Mendirikan Bangunan
2. Pemakaian Kekayaah Daerah (Sewa Alat Berat dan Pemakaian Alat
Laboratorium)

3. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong
4. Pelayanan Kesehatan
5. Izin Trayek
6. Terminal
7. Pelayanan Parkir
8. Pelayanan Pelabuhan Kapal
9. Pengujian Kenderaan Bermotor
10. Pengendalian Menara Telekomunikasi
11. Penjualan Hasil Usaha Produksi Daerah
12. Pelayanan Persampahan/Kebersihan
13. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
14. Sewa Gedung/Aula/Bus
15. Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum
0 16. Pelayanan Pasar
17.1zin Gangguan/HO
18. Pemeriksaan Alat Pemadawn Kebakaran.

BAB IV
PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal5

(1) Besarnya bagi hasil adal
nya ah sebesar 10 © .
Penerimaan Pajak dan Retribusi tahun b?rrj':l agepuluh perseratus) dari realisasi

[2) PC}.a.kSEI.I‘laan Pen = . 3
galokasian b ]
kemampuan keuangan daerah. agl hasil dilakukan d(_anga_n memperhatikan

(3) Dasar perhxtungan engal : .
. oka : : : .
dirinci sebagai be rikgt: g Sian bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa
8 ?:h% (Célem puluh perseratus) dari total dana
seluruh Desa. o okasi Dasar
b.40 %

bagi r'lasil. yang dianggarkan pada
dan dibagi secara merata kepada




©
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(1)

(2)

o

Pasal 6

ma oleh Desa dihitung dengan mengalikan jumlah

Alokasi Proporsional yang diteri : r : :
dengan koefisien Potensi Pajak dan Retribusi

Alokasi Proporsional Daerah
masing-masing Desa. . ‘
Tata cara perhitungan bagi hasil diatur sebagai berikut :

a. Jumlah Alokasi Dana bagi hasil ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per

dari Realisasi Pajak dan Retribusi dengan formula sebagai berikut :

seratus)

Dana Bagi Hasil = Realisasi Pajak dan Retribusi x 10%

b. Alokasi Dana Bagi Hasil dibagi menjadi Alokasi- Dasar dan Alokasi
Proporsional dengan perumusan sebagai berikut :

Alokasi Dasar Daerah = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi x 60%
Alokasi Proporsional Daerah = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi x 40%

~. Alokasi Dasar Dana Bagi Hasil dibagi rata ke semua Desa dengan Perhitungan
sebagai berikuit : -

Alokasi Dasar Daerah

Alokasi Dasar Desa = ---=vv-mmmmmmmcmmmmom oo oo
Jumlah Desa Penerima

d. Alokasi Proporsional Dana Bagi Hasil dibagi secara proporsional kepada Desa
berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Moka§i Proporsicnal Desa= (a x pbb)+( x plp) + (0 x Tw)

dimana:

Pbb = Potensi Pajak PBBP2 yang terletak di wilayah Desa

Plp = Potensi Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Terminal dan
Retribusi Parkir khusus yang terletak di wilayah Desa.

Tw = Potensi Retribusi tempat wisata yang terletak di wilayah Desa.

a,B,» = Koefisien Potensi PDRD

(2) Dana Bagi Hasil dlialokasikan dalam APBD setiap tahun Anggaran
(4) Alokasi Dana Bagi Hasil sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

(1)
(2)

(3)

(4)

Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN

Pasal 7

Penyaluran Dana Bagi Hasil dilakukan
: dengan i i
IIgeke:r;lmg KasD Umum Daerah ke Rekening Kas Dgsa s prmlsdtieun G
enyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimak‘ laku
sud pada i
ze%ﬁa:;clnapahda;bpeida t;huln aﬁeggaran berjalan dengan kftcntuga't o an
. ulan April sebesar 15% (lima belas .
b. Tahap II Pada bulan Juli sebes b lima soraey
ar 25% (dua puluh lima
¢. Tahap III Pada bulan Oktober seb i s petan)
esar 35% (tiga puluh lima
géza?if vV ;;?da bulaq Desc?mbe{' sebesar 25% (dua puluh ngc;:igigzs]
> yaluran gnal Bagi Hasil setiap Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2
Pcnakukacﬁm n paling amb_at pada tanggal 10 bulan yang bersangkutan g :
aan Dana Bagi Hasil menjadi Sumber Pendapatan Desa. '
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Pasal 8

ibusi i eritah
1) Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dﬂ%le.lkE;n oleh Pem
. D?:si ]sesudah ditetapkan dalam Peraturan Desa te’nt‘an.g ?)P ai? ‘dilakukan i
Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi afir D et Hoor
Pe : 1:]intah Desa dengan mengajukan permohonan kepada P 8 e 2 !
Pzr;leberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten Langkat m ama
an melampirkan : .
deanotocopy Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa.
Laporan Realisasi Penyerapan tahap sebelumnya.
itansi bermaterai cukup.
g$:thcmyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

(2)

o Lol =

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORANW

Pasal 9

Bagi Hasil sebagai bagian dari
i Desa membuat laporan penggunaan Dana
ggmrtanmggtihngjawaban APBDesa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.
Pasal 10 =

Untuk mendukung pelaksanaan Bagi Hasil, Kepala Desg wajib melapo.rkan secara
tertulis kepada Bupati tentang Potensi Pajak dan Retribusi yang berada di desa setiap

awal Tahun Anggaran.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

o (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan Kabupaten Langkat mengkoordinasikan Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.

(2) Pemerintah Daerah dalam hal inj Camat membina dan mengawasi pelaksanaan
penge_lolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah,

(3) Pen?bmaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi :

a. Memlfasilitasi administrasi keuangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah kepada Desa.

b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah kepada Desa.

c. Ll\;iemfasilitasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada
esa.

d. Memfasilitasi pertanggung Jawaban dan la i '
g peria poran Keuangan Dana Bagi Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa. ® g




BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

i TN o i Ditetapkan di Stabat
JADS TR !_-?":E AF pada tanggal 14 Mawt 2016
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Diundangkan di Stabat
pada tanggal K Margr 2016

SEKRETARIS DAE:7H KABUPATEN LANGKAT,

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR : 7

o



